' SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JEDEAAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR €:c> TAHUN 2024
TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH WUSTHA
PONDOK PESANTREN DARUSSALAM AL BANTANI BENGKALIS
KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses Pendidikan
Muadalah yang bermutu perlu memberikan kesempatan
kepada masyarakat melalui Pesantren untuk
menyelenggarakan  Pendidikan Muadalah  sesual
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa Pondok Pesantren Darussalam Al Bantani
Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau telah
memenuhi persyaratan untuk diberikan izin pendirian
Satuan Pendidikan Muadalah Wustha sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  scbagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang
Izin Pendirian Satuan Pendidikan Muadalah Wustha
Pondok Pesantren Darussalam Al Bantani Bengkalis

Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6406);

4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang
Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);



Mcnetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

o Peraturan Menten Avama Nomor 30 Tahun 2020 tentang
Pendinan dan Penvelengraraan Pesantren (Benta Negara
Repubhk Indonesia Tahun 2020 Nomor 14.32),

O Peraturan Monten Agaama Nomor 31 Tahun 2020 entang

Pendidikan Pesantren (Benita Negara Repubhk Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1405),

Peraturan Mentent Agama Nomor 25 Tahun 2024 tentang

Organmisas: dan Tata kerja Kementenan Agama (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 691);

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor
3481 Tahun 2021 tentang Petunjuk Juknis lzin Pendirian
Satuan Pendidikan Muadalah,;

=~

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
MUADALAH WUSTHA PONDOK PESANTREN DARUSSALAM
AL BANTANI BENGKALIS BENGKALIS PROVINSI RIAU.

Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Muadalah
Wustha Pondok Pesantren Darussalam Al Bantani Bengkalis
yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Darussalam Al
Bantani Bengkalis dengan Nomor Statistik Pesantren:
510014030023, yang beralamat di Jalan Sempurna Rt.003
Rw.008 Dusun Sukajadi Kecamatan Bukit Batu Bengkalis
Provinsi Riau di bawah Yayasan Pondok Pesantren
Darussalam Al Bantani Bengkalis dengan Pengesahan Badan
Hukum melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor AHU-00000216.AH.01.05.Tahun 2019, dan
diberikan Nomor Statistik Satuan Pendidikan Muadalah yang
tercantum dalam piagam izin pendirian Satuan Pendidikan
Muadalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini, setelah Lembaga menandatangani Pakta
Integritas.

Satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU merupakan Pendidikan Muadalah Salafiyah.

Satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU wajib:

a. mengembangkan nilai Islam rahmatan lil‘alamin serta
berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

b. melaksanakan penjaminan mutu internal dan eksternal,
dan

c. menyampaikan data dan informasi melalui sistem
informasi dan manajemen Pendidikan Pesantren.



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Sampai dengan dilakukan penjaminan mutu cksternal melalui
penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, penyclenggaraan
Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dinyatakan memenuhi kriteria mutu minimal yang
setara terakreditasi dengan peringkat terakreditasi C (Cukup).

Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
berlaku sepanjang penyelenggaraan Pendidikan Muadalah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
berlaku mulai tahun pelajaran 1445 H/ 1446 H.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2024

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
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\ang bertanda tangan di bawah mi. Khepale Pimpmar *enangrung@vwil
SPM Wustha Pondok Pesantren Darussalam A Bantani Bengeuls NOEPN
222214030001), vang beralamat di Jalaa Sempurne, R1.003 Fw .00L. Dusuz
Sukajadi, Bengkalis, Risu. menyatakan komiimen sebaga DTl

L

Dlrektur Pendidikan Dinnvah

e

TN NN

secara bersungguh-sungguh melaksanzkan amana: PEDVERTIESETRAT

LA

NN

Pendidikan Pesantren yvang diselenggarakan pade jaiur pendiGi@r 107w
berbentuk Satuan Pendidikan Muadzalah sebagaman: Gaan heputusas
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6382 Tabur 2004 mugre
1S November 2024, untuk membentuk Sant Yang ungru GaEm

mengisi kemendekaan Indonesia dan mampu MENERAGED PETEMILATIERT
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zaman, vang selaras dengan Tuuan PenliCikar \asiona gar UL
Pesantren sesuai ketentuan Peraturan Pem. 70 “Tifnr-unuangan _:}_
menjuniung tung@ dan mengembangueT .. Lug  (BED TOTRLOEOT -
hl'alamm dengan menjunjung tnge nilar-nils: PEncasiie. L MGANE- JTIGENE ‘-'}

Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesiz Shmeiz Tungza L& _
keadilan, toleransi, kemanusiazn, keikhlasen, kebersamasr. gar nis- "“3‘
nilai luhur lainnva; dan %
apabila dalam penvelenggarasnnva. Sztuan Pendidiger Muaga@Er Tioed T
melaksanakan komitmen dalam Peaiktz Integrnas mu devmedE Uil ::_-
menerima konsekuens: berupa sanks sesuar kerentuar  SMeTEIUTET 2
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